GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang |

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPLING
NOMOR 4  CTAHUMN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA
SATUAN TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG

&

GUBERNUR LAMPUNG,

Lalvwa dalam rangka pongamaonan jalan darl Korusalim  yong
dischabkan ol beral kendaraan  beserla  muoalannya,  telab
ditetapkan Peraturan Thaerali Prapinsi Lampuong Nomor 11 Talwn
2000 schagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengendalian
dan pengavwnsan ferhadap  kendarann angkutan barong  yvang
melebili daya angkut vang dilentukan;

batwa dalam rangka mendukeng kelancaran tugas operasional
Dinas  Perhubungan Propinsi Lampung  dalam  pelaksanaan
Peraturan Daerah  dimaksud pada butir a, ddengan Keputusan
Gubermur  Lampung Nomer 3 Tahun 2001 pada Dinas
Perhubungan Propmsi Lampung telah dibentink Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang;

bahwa mengingat Peraturan Daerah Propinst Lampung Nomor 1]
Talun 2000 telab dicalut dengan Peraturan Dacrah Propins
Lampung Nomor 9 Tahun 2002, maka Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dihapues dengan
Keputusan Gubemur Lampung Womor 12 Tahun 2002,

bhalwwa agar fuges pengawasan dan  pengendalian  terhadap
kendaraan angkutan barang vang bemuatan lebil tetap berjalan,
maoka dengan Keputusan Gubernur Lampung Momar 13 Tabun
2002 dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada
Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;

bahwa mengingal bertambahnya jumiah lokasi tempat pelaksanaan
penimbangan kendaraan angkutan barang dan sebagai tindak lanjut
hasil pemeriksaan reguler olch Badan Pengawas Dacrall Propinsi
Lampung ferhadap Anggeran Rutin, Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Perthubungan Propinsi Lampung Tahun Apgearan 2003,
perlu ditinjan kembali,



Mengingat .

bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
kendaraan anghkutan barang tetap berjalan, dipandang perlu unmk
membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerjs Satuan Tuogas
(SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi
Lampung dan menetapkannya  denzan  Kepuusan  Gubernur
Lampung.

Undang-undang WNomor 14 Tahun 1964 tentang  Pembentukan
Draerah Tingkat I lampung;

Undang-undang MNomor £ Tahon 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sehagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Momor 43 Tahum 1994:

Lindang-undang, Momor 14 Tahun {992 jentang Lalu Lintas
Angkptan Talan,

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah;

Peraturan Pemerttah Nomor 41 Tahun 1993 teptang Anghutan
Jalan;

Peraturan Permenntah Momor 42 Tahun 1993 1entang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan,

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

dom Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemermiah Nemtor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi;

Peraturan Pemenintah Nomor 25 Tahun 2000 fenting Kewenangan
Pemorintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Cionom;

10. Peraruran. Daerah Propinsi Lampung Momor 17 Tahon 2000

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi
Lampung;

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tenlang

Pencahwman Peramaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 6. Nomor
g, Nomor 9 dan Momor 11 Tahun 2800,



12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2001 tentang
Penjabaran  Togas Pokok dan Fungsi Dinas-dimas  Propinsi
Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNLUR LAMPLING TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASTI DAN TATA KERJA SATUAN
TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUDM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan ;

[. Daerah adalah Propinai Lampung,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinei Lampong.

3. Gubermnur adalah Gubernur Lampung,

4. Sckretaris Daerah adalah Sekretariz Daerah Propinst Lampung,

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung,

6, Kepala Dinas adalah Kepala Thnas  FPorlwlungan  Propinsi
Lampung.

7. Satuan Tugas Jembatan Timbang adalah Saman Tugas Jembatan
Timbang pada Dinas Pechubungan Propinsi Lampung, yang
sclanjutnya discbul SATGAS Jembatan Timbang.

BABIT
PEMBENTURKAN

Tasal 2

Denpan keputusan ini dibeniuk SATGAS Jembatan Timbang pada
Dinas Perhubungan Propinsi Lampung,.
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Pasal 3

SATGAS Jembatan Timbang sebagzsimana dimaksed dalam
pasal 2, betkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah
operasi meliputi seluruh Jembatan Timbang yvang  dipasang
sdcara  betap dan hcrq}prﬂ_q.i filtt jrl]nn Mepara dalam !"l'upirlﬂi
Lampung,

Jembatan Timbang dimaksod pada ayat (1) adalah
a, Jembatan Timbang Aji Kagungan;

Ir. Jembatan Timbang Tegineneng;

¢. Jembatan Timbang way Urang;

d. Jembatan Timbang Gayam;

¢. Jembatan Timbang Pematang Panggang;

. Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUMNGSI

Bagian pertama
Kedudukan

Pasal 4

SATGAS Jembatan Timbang dalam  pelaksanaan  (ugasnya
berada dibawah dan benanggung jawab Eepada Kepala Dinas,

SATGAS Jembatan Timbang dipimpin oleh scorang Kepala
SATGAS yang berada dibawah dan berfanggung jawab kepada
Kepala Dinas,

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 3

SATGAS Jembatan Timbang mempunyal wgas pokok
melaksanakan pengelolaan operasional penimbangan kendaraan
bermotor, penyelidikan anghkutan barang scrla muatannya, dan
penyewaan gudang berdasarkan Peraturan perundang undangan
yang berlaku.
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untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (17 pasal ini,

SATGAS Jembatan Timbang mempienyai fongsi @

a. Penyelenggaraan operasional jembatan limbang kendaraan
remolor;

b, Pengawasan kendaraan anghutan barang beserta muafannya;

¢, Penyewaan gudang penampungan kelehihan muatan;

d. Melakukan penyidikan terhadap pelanpparan  ketentuan
ketehihan muatan dan MTS techadap kelas jalan,

BaB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal &
Susunan Organisasi SATOAS Jembatan Timbang terdicd dari :
Kepala Satgas;
Kepala Urusan Tata Usaha;

Kepala Sub Seksi Operasional;
Kepala Suby Seksi Teknik Sarana.

B0 TR

Bagan  Strukiur  Organisasi SATGAYS  Jembatan  Timbang
dimaksod pada ayatl (1) sebagalmana lereaniom dalam lampiran
kepugusan ini.

Pasal 7

Kepala SATGAS Jembatan Timbasg mempunyai  fugas
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas pokok SATGAS Jembatan Timbang sesuai  dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan
peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Eepala Urusan Tala Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan  perencanaan,  kepegawaian,.  keuangan, dan lala
persuratan, perlengkapan dan rumah tanppps gerta pelaporan,

Kepala Sub Scksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dan  pengawasan  Operasional  Penimbangin
Kendarazn Bermotor Angkulan Barang besciia muatannya dan
penyewaan gudang.



(1)  Kepala Sub Seksi Teknik sarana mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan tcknik, mckanikal, porawatan peralatan  Jembatan
Timbang dan gudang.

BABY
ANGGARAN

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Belanja pada SATGAS Jembatan Timbang
merupakan bagian dari Rencana Anpgaran Satuan Kerja (RASK)
Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAT VI
PENGANGKATAN DALAM JARBATAN

Pasal 9

Kepala SATGAS Jembatan Timbang, Kepala Urnusan dan Kepala
Sub Seksi dianpkat dan diberbentikan oleh Kepala Dinas.

BAR ¥II
TATA KERJIA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan ugasnya Kepala SATGAS, Kepala Unusan
Tata Usaha, dan Kepala Sub Seksi wajib mencrapkan prinsip
koordinosi, intergrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar
unit organisasi lainnya sesuai dengan pokok masing-masing.

(2) Sctiap pemimpin organisasi wajib melaksanakan penpgawasan
melekat,

{3) Seliap pemimpin  saluan  Crganisasi  berlangpung  jawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serla peturjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

{4y  Beliap pemimpin Organigasi wajib mematuhi <dan mengikon
petunjuk dan berlanggung jawab kepada alasan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
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Sctiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan orpanisasi
dari bawahnnya wajib diclah dan dipergunakan schagai bahan
uniuk penvusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petujuk kapada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
lembusan laporan wajib  disampaikan juga kepada satuan
organiasi lain yang secara [ungsional mempunyai hubungan
kerja.

Datam melaksanakan tugas sctiap orpanisasi dalam rangka
pembetian bimbingan kepada bawalun wajib mengadakan rapal
berkala.

BAT VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Jabatan Struktural pada Orpanigasi SATGAS Jembatan Timbang
merupakan Jabatan Mon Esclon.

Keberadaan dan status SATGAS Jembatan Timbang  dapat
ditinjau  kembali scsuai depgan kebuiuhan dan kemampuan
dacrah.

Pasal 12

Hal-bal wang belum diatr dalam keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebil lanjut olch Kepala
Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Kepulusan Gubermur
Lampung MNomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Satan Tugas (SATGAS) Jembatan
Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dinyatakan
tidak berlaku lagi.



Paszal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,
Agar supaya scliap orang dapal mengetaluinya, memesinlabkan

pl:‘nE‘llnd.ﬂ.ﬂE,E]‘l Keputuaan ini deéngan  pencimnpalannya dolam
Lembaga Daerah Propinsi Lampung,

Ditetapkan di Teluk Detung
pada fanggal 16-2-2004%

Pi. GUBERNUR LAMPUNG,
din
1L TUIRSANID ALWI

Diundangkan diTeluk Betung

pradha tangeal 16-2-2004

HEKRETARIS DABRAH PROPINSI LAMPUNG,

dio
Ir. RALIMAT ABDULLAL

Pembing Ltama Madya
Mip. 460 012 965

LEMBARAN BAERAN PROPINST LAMPUNG TAHUN Z004 HO.G
SERL D HOMOR 1



